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DJAELANI PRASETYA (B11110192) ANALISIS YURIDIS 
MENGENAI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP 
PASAL 268 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 
(Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan 
Kembali). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung 
di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1981 sebelum 
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang 
Peninjauan Kembali serta mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam 
memutus perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-
XI/2013 telah sejalan dengan Kaidah Hukum, Prinsip Hukum, dan Doktrin 
Ilmu Hukum. 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Agung, di lembaga tersebut 
terdapat bagian Panitera Muda bagian Hukum Pidana sehingga data dan  
informasi yang Penulis dapatkan akurat. Sedangkan untuk penelitian di 
Mahkamah Konstitusi, di lembaga tersebut terdapat biro hubungan 
masyarakat dan protokol pusat penelitian dan pengkajian perkara, 
pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi atau disingkat P4TIK 
sehingga data dan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan 
beberapa referensi yang Penulis dapatkan langsung dari tim pengkaji 
perkara tersebut. 
Kesimpulan yang didapatkan Penulis bahwa setiap pendapat yang 
kontra terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus pula berdasar 
dengan argumen apakah telah sejalan dengan kaidah hukum, prinsip 
hukum, dan doktrin ilmu hukum juga telah sesuai secara filosofis, 
sosiologis maupun yuridis. Walaupun tidak dapat Penulis pungkiri bahwa 
pendapat-pendapat yang muncul terkadang berdasarkan pengetahuan 
atau motif-motif kepentingan yang mengeluarkan pendapat tersebut. 
Saran Penulis terhadap putusan ini agar perlunya dituntut 
profesionalisme dari “criminal justice system” terutama pada penyelidik, 
penyidik maupun penuntut umum sebagai pencari fakta yang sebenar-
benarnya karena sumber dari setiap perkara ada pada bukti permulaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Eksistensi lembaga Peninjauan Kembali (PK) dalam ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilatarbelakangi 
kasus dalam praktek peradilan yaitu kasus Sengkon bin Yakin dan Karta 
alias Karung alias Encep bin Salam dalam putusan Pengadilan Negeri 
(PN) Bekasi No.2/KTS/BKS/1977 tanggal 20 Oktober 1977. 1 Kemudian 
Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No.38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mei 
1978 yang menguatkan putusan PN Bekasi. Hingga Terpidana tidak 
mengajukan kasasi maka putusan secara langsung telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. Beberapa tahun kemudian muncul pelaku 
sebenarnya dalam putusan PN Bekasi No.6/1980/Pid/PNBks tanggal 15 
Oktober 1980 (terhukum Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan) 
dan putusan PN Bekasi No.7/1980/Pid/PNBks tanggal 13 November 1980 
(terhukum Elli bin H.Senam, Nyamang bin Naing, Jabing bin H.Paih).2 
Negara dalam kasus ini telah salah mempidana (miscarriage of 
justice) penduduk yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Upaya Hukum 
Biasa tidak bisa lagi digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 
Maka bentuk pertanggungjawaban negara untuk mengembalikan keadilan 
                                                             
1 Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, 
Mandar Maju, Bandung, hlm.153 
2 Adami Chazawi, 2011, Lembaga  (PK) Perkara Pidana, Penegakkan Hukum dalam Penyimpangan 
Praktik & Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.205 
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dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah adalah 
dengan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali. 3  Hal ini 
termuat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.6 PKK/Kr/1980 
tanggal 31 Januari 1981. 
Adanya PK sebagai upaya hukum luar biasa setelah kasus 
sengkon dan karta kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No.1 Tahun 1969 hingga Undang-Undang No.8 Tahun 1981 
atau yang biasa disebut KUHAP Pasal 263-268. Menurut lamintang (2010: 
258), tujuan diadakannya lembaga PK adalah agar kesalahan atau 
kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para Hakim dalam 
memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan 
tindak pidana dapat diperbaiki oleh MA.4 Akan tetapi, timbul kebingungan 
kepada masyarakat hukum ketika putusan No.55 PK/Pid/1996 (kasus 
Muchtar Pakpahan) dikeluarkan oleh MA yang menanggapi pengajuan PK 
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 18 Maret 1996. MA 
mengatakan bahwa “secara formal permohonan kejaksaan untuk PK 
terhadap putusan kasasi No.395 K/Pid/1995 tanggal 29 september 1995 
dapat diterima sehingga dapat diperiksa kembali”.5 Kasus ini kemudian 
melahirkan kesimpulan bahwa JPU adalah pemohon dalam pengajuan 
permintaan PK selain terpidana dan ahli waris sebagaimana Pasal 263 
ayat (1) KUHAP. 
                                                             
3 Ibid., hlm.8 
4
 Hijrah Adhyanti, 2014, Buletin eksepsi :PK dalam Hukum Acara Pidana (kepastian hukum versus 
keadilan), Makassar, Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.9 
5 Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm.160 
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Setelah kasus Muchtar Pakpahan, demi untuk memelihara 
keseragaman putusan (consistency in court decision) meskipun hukum 
acara Indonesia tidak menganut asas stare decicis atau the binding force 
of precedent atau hakim mengikuti putusan sebelumnya maka beberapa 
kasus PK pasca kasus ini JPU dapat mengajukan PK. Ini terlihat pada 
putusan No.3 PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001 (kasus Gandhi 
Memorial School). Dengan kata lain, PK yang hanya satu kali dapat 
diajukan oleh terpidana dan ahli waris maupun JPU. 
Ternyata keberadaan PK kembali menimbulkan polemik 
dikarenakan pada putusan No.133 PK/Pid/2011 tanggal 2 Oktober 2013 
(kasus Pollycarpus), MA menetapkan kesimpulan bahwa “PK hanya dapat 
dilakukan satu kali” dapat diartikan masing-masing pemohon PK yaitu 
terpidana atau ahli waris atau JPU dapat mengajukan PK satu kali. 
Permasalahan mengenai PK kemudian berlanjut pada putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) No.34/PUU-IX/2013 tentang PK. Putusan ini ermula dari 
pengajuan pengujian Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat 
(3) bahwa “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu 
kali saja” dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen IV 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D 
ayat (1) oleh Antasari Azhar (Pimpinan KPK 2007-2009) 
Dalam hal ini, MK yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman 
selain MA khusus menangani peradilan tatanegaraaan dan/atau peradilan 
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politik. Wewenang MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, 
antara lain; 
a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
c) memutus pembubaran partai politik; dan 
d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.6 
Salah satu kewenangan MK sesuai point a) maka sudah tepat 
bapak Antasari Azhar dalam mengajukan permohonan. Selain itu, MK 
yang berfungsi sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution) 
dan sebagai penafsir konstitusi (the ultimate interpreter of the constitution) 
memiliki sifat final and binding7. Dimana putusan MK yang merupakan 
penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution) secara 
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak 
ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan memiliki kekuatan hukum 
mengikat. 
Terkait dengan pengajuan pengujian oleh Antasari Azhar tersebut, 
MK mengeluarkan kesimpulan bahwa “Permintaan PK atas suatu putusan 
hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tertanggal 6 maret 2014. 
                                                             
6 Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV 
7 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 
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Berarti berdasarkan kesimpulan MK maka Pasal 268 ayat (3) KUHAP 
apakah akan menimbulkan kekosongan norma? Bagaimana dengan frasa 
“satu kali” yang bertentangan dengan UUD, apakah bisa diartikan “dua 
kali” bahkan “berkali-kali”? apakah akan terjadi ketidakpastian hukum? 
Bagaimana dengan putusan yang serupa dengan putusan No.34/PUU-
XI/2013 yaitu No.16/PUU-VIII/2010, apakah melanggar asas ne bis in 
idem? Akankah terjadi penumpukan perkara jika “berkali-kali”? apakah 
akan menghambat eksekusi? bagaimana dengan asas lites finiri opertet 
dan asas speedy administration of justice? 
Mulai dari kekosongan norma hukum, menimbulkan ketidakpastian 
hukum, melanggar asas nebis in idem, penumpukan perkara, dapat 
menghambat eksekusi, melanggar prinsip lites finiri oportet, bertentangan 
dengan asas speedy administration of justice. Beberapa pernyataan atau 
pendapat dari berbagai akademisi maupun praktisi hukum diberbagai 
media memunculkan kontroversi bagi penulis. Padahal harus diingat 
bahwa sebuah putusan yang kontroversial belum tentu salah, mungkin 
juga yang mengkritik itulah yang salah dikarenakan tanpa dasar hukum. 
Sehingga penulis ingin mengkaji secara yuridis mengenai Putusan 
Mahkamah Konstitusi dengan mengemukakan sebuah judul penelitian: 
“Analisis Yuridis mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi 
terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 




B. Rumusan Masalah 
 Permasalahan merupakan antara apa yang diperlukan dengan apa 
yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara 
apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das 
sein). Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan 
spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya, yaitu: 
1. Apakah makna yang terkandung di dalam Pasal 268 ayat (3) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebelum adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 ? 
2. Apakah pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 telah sejalan 
dengan Kaidah Hukum, Prinsip Hukum, dan Doktrin Ilmu Hukum ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat 
pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, 
dikonfirmasi, dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian 
tersebut. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bertujuan mengetahui Makna yang terkandung di 
dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 




2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum 
Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 telah sejalan dengan Kaidah Hukum, 
Prinsip Hukum, dan Doktrin Ilmu Hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum dalam bidang hukum acara pidana, mahkamah konstitusi, 
terkhusus mengenai Peninjauan Kembali (PK). 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat 
mengetahui kaidah hukum terhadap Pasal 268 ayat (3) dan 
pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini. 
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian 
hukum acara, serta merupakan salah satu syarat dalam 







A. Tinjauan Terhadap Dasar-Dasar Ilmu Hukum 
1. Prinsip Hukum 
Prinsip hukum adalah pemikiran dasar dari sebuah peraturan yang 
umum sifatnya. Prinsip hukum merupakan latar belakang dari peraturan 
yang konkrit yang terdapat didalam dan dibelakang dari setiap sistem 
hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan maupun 
putusan Hakim yang tidak lain adalah hukum positif.8 
Prinsip hukum atau asas hukum diidentikkan dengan sebagian dari 
hidup kejiwaaan kita karena dalam setiap asas hukum, manusia melihat 
suatu cita-cita yang ingin diraihnya. 9  Menurut Satjipto Rahardjo, asas 
hukum adalah unsur yang penting dan pokok dalam peraturan hukum. 
Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan 
landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai 
ratio legis (akal, pikiran) dari peraturan hukum.10 
Asas hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu ; sebagai asas dalam 
hukum, dimana eksistensinya didasarkan pada rumusan oleh pembentuk 
Undang-Undang maupun Hakim (bersifat mengesahkan) serta mempunyai 
pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Sedangkan yang kedua, 
sebagai asas dalam ilmu hukum, dimana eksistensinya didasarkan oleh 
                                                             
8
 Sudikno Mertokusumo,  2003, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogjakarta, hlm.34 
9 Ibid., hlm.35 
10 Dudu Duswara, 2010, Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm.68  
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teks buku, Undang-Undang atau hal tertulis lainnya yang hanya bersifat 
mengatur dan menjelaskan (eksplisif).11 
 
2. Kaidah Hukum 
Hukum sebagai Kaidah, pada dasarnya menempatkan hukum 
sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar 
tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.12 Manusia sejak lahir sudah 
berada dalam sebuah pola, apakah mencontoh orang lain (imitation) atau 
berdasarkan petunjuk yang diberikan kepadanya (education).13 
Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi (tertulis) 
oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat 
dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya 
dapat dipertahankan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap 
batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana 
perbuatan lahiriah seseorang nyata. Selain memberi kewajiban, kaidah 
hukum juga memberi hak. Oleh sebab sanksi hukum datangnya dari luar, 
maka hukum bersifat heteronom.14  
Hans Kelsen mengemukakan bahwa “Law is a coercive order of 
human behavior, it is primary norm which stipulates the sanction” (Hukum 
adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum 
                                                             
11 Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm.36  
12
 Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.26 
13 Dudu Duswara, Op.cit., hlm.13  
14 Ibid., hlm.16 
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adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi). 15  Sanksi kemudian 
sangatlah penting karena merupakan pembeda dengan kaidah-kaidah 
lainnya. Dengan sanksi, masyarakat dibawa untuk mematuhi kaidah 
hukum. Dengan sanksi pula, ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat 
dipertahankan. Suatu “aturan” akan berkonotasi pernyataan biasa tanpa 
adanya sanksi daripada sebagai kaidah hukum.16 
Setelah menguraikan tentang kaidah atau norma hukum, ternyata 
terdapat beberapa perbedaan yang jelas bila dikaitkan dengan prinsip 
atau asas hukum diantaranya: pertama, asas merupakan sebuah Konsep 
Tunggal yang akan menjadi Konsep Majemuk yaitu asas-asas, yang 
penulis bagi lagi jika sudut pandang yang digunakan adalah hukum pidana 
menjadi Konsep Majemuk Khusus sedangkan kaidah atau norma 
merupakan penjabaran dari Konsep Majemuk atau penulis sebut sebagai 
Konsep Teoritis; kedua, asas hukum penerapannya secara tidak 
langsung, sedangkan norma dapat diterapkan secara langsung; dan 
ketiga, asas hukum memiliki sanksi non-verbal, sedangkan norma memiliki 
sanksi yang jelas baik secara non-verbal apalagi verbal. 
 
3. Doktrin Ilmu Hukum 
Doktrin Ilmu hukum adalah pendapat umum para sarjana atau ahli 
ilmu hukum. Doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting bagi 
                                                             
15 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) : Vol 1 Pemahaman Awal, Kencana, 
Jakarta, hlm.56 
16 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum : edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.44 
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ilmu hukum dan perkembangannya, karena kemajuan pemikiran tentang 
hukum sangat bergantung antara lain kepada pendapat yang 
dikemukakan oleh para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang 
terjadi pada setiap waktu. Doktrin bisa dikemukakan dalam berbagai forum 
seperti penelitian, seminar, atau buku.17 
Mengenai pendapat para ahli ilmu hukum ini, dalam sejarah pernah 
dikenal adanya pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak 
boleh menyimpang dari “communis opinion doctorum” (pendapat umum 
para sarjana/ahli ilmu hukum). 18  Doktrin kemudian tidaklah boleh 
melanggar prinsip hukum yang merupakan jiwa dan cita-cita dari 
peraturan. Ilmu hukum akan semakin jelas dan berwibawa bila didukung 
oleh para ahli yang benar-benar ahli hukum. Manifestasi atas pengakuan 
doktrin ilmu hukum tampak jelas pada Piagam Mahkamah Internasional 
Pasal 38 ayat (1) yang mengakui doktrin ilmu hukum sebagai pedoman 
dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perselisihan. 
 
B. Tinjauan Terhadap Tujuan Hukum 
1. Kemanfaatan 
Tujuan hukum sebagai kemanfaatan adalah ajaran moral praktis 
atau biasa disebut aliran utilitis. Aliran ini menganggap bahwa tujuan 
hukum untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-
besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya 
                                                             
17
 Ilhami Bisri, 2011, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di 
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.37-38 
18 Sudikno Mertokusumo,  Op.cit., hlm.116 
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didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warha masyarakat mencari 
kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. 19  Pakar-pakar 
penganut aliran utilitis antara lain ; Jeremy Bentham (ide dari Beccaria & 
Halvetius), James Mill dan John Stuart. 
Pada dasarnya, kemanfaatan yang oleh Bentham bahwa tujuan 
hukum adalah untuk mewujudkan “the greatest happiness of the greatest 
number” yaitu kebahagiaan maksimal untuk kebanyakan orang. 20 
Tegasnya menurut Bentham, pemimpin harus memberi kebahagiaan yang 
sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan ketidakbahagiaan 
diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Setiap 
orang dianggap sama sederajat oleh utilitis. “Setiap orang dihitung 
sebagai satu dan tidak ada seorangpun yang dihitung sebagai lebih dan 
satu”. 21  Karena adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi 
kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. 
Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan 
kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk 
kepentingan masyarakat (manusia). 22  Jika hukum tidak menimbulkan 
kemanfaatan maka dapat timbul keresahan dalam masyarakat dan itu 
akan berkembang terus menerus. Oleh karena itu, Undang-Undang atau 
peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat bagi masyarakat. 
 
                                                             
19 Achmad Ali, 2009, Op.cit., hlm.272 
20
 Ibid., hlm.273 
21 Achmad Ali, 2008, Op.cit, hlm.61-63 




Dengan adanya potensi pertentangan antara das sollen dan das 
sein, sehingga bukan sebuah pekerjaan yang mudah bagi hukum untuk 
membuatnya menjadi sesuai. Adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi 
kekosongan/kevakuman dalam pengaturan maka muncullah tuntutan yang 
lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu 
disebut sebagai tuntutan, maka tuntutan itu berupa adanya kepastian 
hukum. (Satjipto Rahardjo,1986:19).23 Gustav Radbruch mengemukakan 
ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian 
hukum, yaitu: (1) bahwa hukum itu positif; (2) bahwa hukum itu didasarkan 
pada fakta; (3) bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas; 
(4) hukum positif tidak boleh mudah diubah. 
Sudut pandang dalam ajaran normatif - yuridis dogmatik atau ilmu 
hukum positif menitikberatkan pada sebuah kepastian hukum. Ajaran ini 
bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung 
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum 
tak lain hanya kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma 
hukum (legal norm) dan asas-asas hukum (legal principles). Kepastian 
hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 
suatu aturan hukum berupa perundang-undangan saja. 24  Contohnya ; 
suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali  dengan dasar kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, yaitu: Pasal 1 
                                                             
23 Chainur Arrasjid, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Ed.1 cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16 
24 Achmad Ali, 2008, Op.cit., hlm. 44 
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KUHPidana. ketentuan ini semakin menegaskan ajaran kepastian hukum 
bahwasanya harus ada kekuatan undang – undang (aturan) terlebih 
dahulu sebelum memberi pidana terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya 
ketentuan ini biasa disebut sebagai asas legalitas. Demikianlah penganut 
kepastian hukum (legal certainty) yang dipersepsikan sekedar pelaksana 
dari undang-undang saja padahal di dalam realitasnya, selain perundang-




Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang 
mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara 
tujuan-tujuan pribadi dan bersama. Teori Rawls sering disebut justice as 
fairness (keadilan sebagai kelayakan). Ada 2 (dua) makna dalam konteks 
tersebut, pertama prinsip kesamaan yaitu pembagian secara merata dan 
proporsional. Kedua, prinsip ketidaksamaan dengan 2 (dua) syarat seperti 
adanya ketidaksamaan jaminan secara maksimal minimal dan adanya 
ketidaksamaan pada jabatan-jabatan termasuk didalamnya suku agama 
ras dan lainnya.26 
Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa: “sekali pun hukum itu 
langsung dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan praktis, yaitu 
tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagi-bbagikan 
                                                             
25 Achmad Ali, 2009, Op.cit., hlm.284-285 
26 Titik Triwulan, Op.cit., hlm.228 
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dalam masyarakat, tetapi tidak bias terlepas dan pemikiran yang lebih 
abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang „yang mana 
adil‟ dan apa keadilan itu?‟. Tatanan sosial dan sistem sosial serta hukum 
tidak bisa langsung menggarap tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu 
tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan.27 Penulis 
mengutip sabda Rasululah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 
menjawab pertanyaan seorang sahabal tentang apakah yang dimaksud 
dengan adil. Rasulullah menjawab: "Adil itu, berikan kepada seseorang 
apa yang menjadi haknya, dan cabutlah dari seseorang apa yang bukan 
menjadi haknya. 
Dalam ungkapan Gustav Radbruch, bahwa terdapat keadilan diluar 
undang-undang (ubergezets liches recht) dan ketidak-adilan undang-
undang (gezets liches unrecht). Sehingga hakim tidak harus terpaku pada 
undang-undang karena hakim tidak boleh menjadi terompet dari undang-
undang (la judge est la bouche qui pronounce les paroles de la loi). 
Dengan demikian, antara kepastian hukum – kemanfaatan – keadilan 
dalam praktiknya sering mengalami benturan. Oleh Karen itu, ada ajaran 
prioritas baku yang mengutamakan keadilan (gerechtigkeit), baru 
kemanfaatan (zwechtmassigkeit) dan terakhir kepastian hukum 
(rechtsicherheit) serta ajaran kasuistis yang menyesuaikan antara tujuan 
hukum tersebut dengan kasus yang terjadi.  
  
                                                             
27 Achmad Ali, 2008, Op.cit., hlm.61 
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C. Tinjauan Terhadap Hukum Acara Pidana 
1. Pengertian Hukum Acara Pidana 
Dulu Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, 
yaitu hanya mulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan 
berakhir pada pelaksanaan pidana (execution). 28  Hukum acara pidana 
kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang biasa 
disebut KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya 
di Indonesia diadakan penetapan Undang-Undang (kodifikasi) dan 
penyatuan (unifikasi) yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses 
pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah 
Agung (MA) bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (PK) atau 
herziening.29 
Menurut Prof Wiryono Prodjodikoro, hukum acara pidana 
berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu 
merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana 
badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, 
dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 
mengadakan hukum pidana.30 Sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa 
pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah 
kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan 
mengatur soal-soal sebagai berikut : a) cara bagaimana harus diambil 
tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak 
                                                             
28
 Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia : edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3 
29 Ibid., hlm.3 
30 Ibid., hlm.7 
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pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak 
pidana apakah yang telah dilakukan. b) setelah ternyata, bahwa ada suatu 
tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, 
menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap ti 
ndak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. c) 
cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, 
menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang 
itu untuk membuktikan kesalahan tersangka. d) Cara bagaimana 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim 
sampai dapat dijatuhkan pidana, dan e) Oleh siapa dan dengan cara 
bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan 
sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan : yang mengatur 
tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan 
hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara 
bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.31 Demikian pula J.C.T 
Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu hukum 
acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil; 
hukum pidana formal.32 
Beberapa definisi dari beberapa ahli hukum yang dikemukakan 
diatas penulis ambil dikarenakan dalam KUHAP tidak memberikan definisi 
dari  hukum acara pidana secara impliciet (tercakup didalamnya), juga 
sebagai pembanding (comparation), dan untuk memperkaya pengetahuan 
                                                             
31 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogjakarta, hlm.4  
32 J.C.T Simorangkir dkk, 2007, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66 
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penulis serta pembaca mengenai pengertian Hukum Acara Pidana. 
Kemudian dari hal tersebut, penulis mengambil kutipan Andi Sofyan yang 
secara singkat menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum 
yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau 
menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh 
keputusan Hakim dan cara bagaimana keputusan dilaksanakan.33 
 
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 
Hukum Acara Pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk 
keseluruhan perundang-undangan acara pidana (formal) maupun pidana 
itu sendiri (substansi). Namun, terdapat asas yang sangat penting dan 
tidak boleh diingkari karena merupakan tiang penyangga hukum pidana, 
yaitu Asas Legalitas.34 Asas ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 KUHP 
yang memiliki makna : i) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan 
dalam suatu aturan hukum; ii) untuk menentukan adanya tindak pidana 
tidak boleh digunakan analogi; dan iii) Undang-Undang hukum pidana 
tidak berlaku mundur/surut. Bila melihat uraian Pasal 1 angka 1 KUHP 
yang merupakan asas legalitas dan makna dari asas legalitas itu sendiri, 
maka tujuan asas ini tidak lain adalah untuk menegakkan kepastian 
hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.35  
                                                             
33
 Andi Sofyan, Op.cit., hlm.4 
34 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana : edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.37 
35 Ibid., hlm.39 
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Selanjutnya ada beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana 
seperti ; 1) Persamaan di hadapan hukum (Equality Before the Law), 
dimana setiap orang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. 
2) Praduga Tidak Bersalah (Pre-asumption of Innocence), dimana setiap 
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di 
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 3) Ne bis in idem, dimana perkara dengan pihak dan objek 
yang sama serta sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua 
kalinya sesuai ketentuan Pasal 76 KUHPidana. 4) res judicata pro veritate 
habetur, dimana putusan hakim harus dianggap benar hingga ada 
putusan lain yang mengatakan sebaliknya. 5) In dubio pro reo, dimana 
dalam keragu-raguan pada keyakinan hakim diberlakukan ketentuan yang 
paling menguntungkan bagi si terdakwa.36 
Adapun asas due procces of law yang berfungsi sebagai 
pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga 
masyarakat yang bersifat normatif. Sehingga tidak dapat ditafsirkan dan 
disimpangi karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. 37 
Kemudian, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau biasa 
disebut speedy administration of justice serta persidangan terbuka untuk 
umum atau bisa disebut court of the public hearing dan tentunya asas 
                                                             
36 Dudu Duswara, Op.cit., hlm.69 
37 Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-VI/2008, hlm.4 
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miranda rule, dimana tersangka harus memperoleh bantuan hukum 
seluas-luasnya. 
Oleh karena hukum yang bersinggungan dengan hak asasi 
manusia maka perumusan hukum acara pidana dalam suatu negara harus 
memenuhi asas: (1) lex scripta, yaitu ketentuan hukum harus tertulis, (2) 
lex certa, yaitu ketentuan hukumnya harus menjamin kepastian hukum, 
dan (3) lex scricta, yaitu ketentuan hukumnya harus dirumuskan secara 
ketat. Karena hanya dengan cara demikian akan menjamin keseimbangan 
antara hak asasi dan kewenangan negara.38 
 
3. Tujuan Hukum Acara Pidana 
J.M.van.Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara 
pidana yaitu sebagai berikut : 
1. Mencari dan menemukan kebenaran, 
2. Pemberian keputusan oleh Hakim, 
3. Pelaksanaan keputusan. 
Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana dalam mencari 
kebenaran materiil itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir 
sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, 
keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.39 Tujuan dari hukum acara 
pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya 
mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-
                                                             
38 Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-VI/2008, hlm.61 
39 Andi Hamzah, Op.cit., hlm.8-9 
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lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan 
hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari 
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran 
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 
Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang 
hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan 
kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke 
arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia, ketertibaan serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar.40 
 
4. Hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP 
Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau biasa disebut 
KUHAP sedikit-banyak telah membawa secercah cahaya pada lorong 
yang begitu gelap. Sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberiWalaupun 
masih banyak yang perlu diperbaiki karena masih tertinggal sedikit jauh 
oleh perkembangan hukum pidana, acara pidana atau sistem peradilan 
yang semakin modern. Sebelum jauh membahas hak tersangka atau 
terdakwa dalam KUHAP, penulis ingin berangkat pada pengertian 
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tersangka dan terdakwa menurut KUHAP itu sendiri.41 Tersangka adalah 
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah 
seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang 
pengadilan. Seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu proses acara 
pidana belum tentu bersalah sebagaimana yang dilaporkan, diadukan, 
atau didakwakan, maka selayaknya perwujudan dan perlindungan hak 
tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam pelaksanaan hukum 
acara pidana sesuai prinsip negara hukum.42 
Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP bila dibandingkan 
dengan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dapat dilihat dalam 
ketentuan yang mengatur setiap hak-hak tersangka, terdakwa antara lain : 
hak untuk segera diperiksa atau dan diadili dalam persidangan (Pasal 50 
ayat 1, 2, dan 3 KUHAP), hak untuk diberitakan oleh aparat penegak 
hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), Hak 
untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52), hak untuk 
mendapat bantuan hukum (Pasal 54), asas persamaan dihadapan hukum 
atau equality before the law (penjelasan umum butir 3a), dan asas 
praduga tak bersalah atau presumption of innocence (penjelasan umum 
butir 3c).43 
                                                             
41 Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
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 Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogjakarta, hlm.122 
43 Ibid., hlm.6 
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Selain hak-hak tersangka atau terdakwa yang sudah dijelaskan 
diatas, masih ada asas yang menjadi penunjang bagi tersangka atau 
terdakwa, seperti asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas 
salah tangkap, salah tahan, salah tuntun (penjelasan umum butir 3d), 
asas peradilan yang cepat, sedehana dan biaya ringan, bebas, jujur, dan 
tidak memihak (penjelasan umum butir 3d), asas memperoleh bantuan 
hukum seluas-luasnya (penjelasan umum butir 3f), asas wajib diberitahu 
dakwaan dan dasar hukum dakwaan (penjelasan umum butir 3g), asas 
pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum (penjelasan umum butir 
3i). 44  Hak lain dari tersangka atau terdakwa antara lain : Hak 
mendapatkan juru bahasa (Pasal 53, 177, & 178 KUHAP), Hak 
mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54, 56, & 57 ayat 1 KUHAP), Hak 
kunjungan Dokter Pribadi (Pasal 58 KUHAP), Hak diberiahukan, 
menghubungi, atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya 
(Pasal 59, 60, & 61 KUHAP), Hak berkirim surat (Pasal 62 KUHAP), Hak 
menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63 KUHAP), Hak mengajukan 
saksi a de charge dan saksi ahli (Pasal 65 KUHAP), Hak untuk tidak 
dibebani kewajiban pembuktian atau right of non-selfincrimination (Pasal 
66 KUHAP). 45  KUHAP mengatur proses peradilan pidana yang lebih 
menjamin hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tersangka dan 
terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (obyek 
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pemeriksaan) melainkan sebagai manusia yang mempunyai hak dan 
kewajiban (subyek hukum).46 
Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka 
penegakan hukum seyogianya tidak dipandang secara sempit namun 
harus secara menyeluruh (holistic). Dengan demikian, penegakan hukum 
tidak hanya selalu berarti penegakan terhadap norma-norma hukum yang 
terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tersangka atau 
terdakwa, melainkan juga terhadap norma-norma yang bertalian dengan 
perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses 
pemeriksaan berlangsung.47 
 
D. Tinjauan Terhadap  Peninjauan Kembali 
1.  Pengertian Peninjauan Kembali (PK) 
Menurut Soenarto Soerodibroto, Herziening adalah Peninjauan 
Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah 
memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana 
tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah 
dibebaskan (vrijgerproken). Definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah 
dan Irdan Dahlan bahwa PK, yaitu hak terpidana untuk meminta 
memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai 
akibat kekeliruan atau kelalaian Hakim dalam menjatuhkan putusannya.48  
                                                             
46 Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Op.cit., hlm.122-123 
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 Ibid, hlm.6-7 
48 Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum  dalam Perkara Pidana bagi 
Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, hlm.17 
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Menurut Hadari Djenawi Tahir, Lembaga Herziening di dalam 
hukum juga diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata 
cara untuk melakukan PK suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.49 Menurut J.C.T. Simorangkir 
bahwa herziening adalah PK terhadap putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap ; revisi.50 Sedangkan menurut Adami 
Chazawi, PK dalam perkara pidana merupakan upaya pengembalian 
keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak 
sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana dan wujud 
penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah 
merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.51 
Rumusan-rumusan pengertian tersebut hampir sama dengan 
rumusan ketentuan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari unsur 
yang menyertai ketentuan pada Pasal 263 (1) KUHAP tersebut, landasan 
untuk dapat mengajukan PK dalam perkara pidana telah diatur secara 
kokoh dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu ; 1) permohonan 
permintaan PK  dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan saja; 
2) permohonan permintaan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) permohonan 
permintaan PK dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya 
saja. 
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 Andi Sofyan, Op.cit., hlm.8-9 
50 J.C.T Simorangkir dkk, Op.cit., hlm.64 
51 Adami Chazawi, Op.cit, hlm.1 
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2. Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum 
Menurut Arief Sidharta, Republik Indonesia mempunyai landasan 
kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan 
pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 yakni Pancasila. Yang dapat juga 
disebut dengan pandangan hidup kekeluargaan. 52  Selanjutnya, tujuan 
hukum adalah untuk mengayomi secara aktif artinya meliputi upaya untuk 
menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu 
memanusiakan diri secara terus-menerus. Jadi, antara Pancasila dan 
Tujuan Hukum dapat menciptakan kondisi sosial yang manusiawi 
sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di mana 
setiap manusia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk 
mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh.53 
Sifat dari upaya hukum adalah perkara diperiksa ulang (judex 
factie) sedangkan maksud dari upaya hukum adalah hak terdakwa atau 
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. PK dalam hal 
ini adalah upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa yaitu 
banding dan kasasi. Menurut pandangan doktrina dari Djoko Prakoso, 
upaya hukum pada pokoknya bertujuan : i) diperolehnya kesatuan dan 
kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operation yustitie), ii) 
melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat 
sewenang-wenang dari Hakim, iii) memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam 
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menjalankan peradilan, dan iv) usaha dari para pihak baik terdakwa 
maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (novum).54 
“…..the final judgement of conviction or sentence on the grounds 
that: 
(a) New evidence has been discovered that: (i) Was not available at the 
time of trial, and such unavailability was not wholly or partially attributable 
to the party making application; and (ii) Is sufficiently important that had it 
been proved at trial it would have been likely to have resulted in a different 
verdict; 
(b) It has been newly discovered that decisive evidence, taken into 
account at trial and upon which the conviction depends, was false, forged 
or falsified; (c) One or more of the judges who participated in conviction or 
confirmation of the charges has committed, in that case, an act of serious 
misconduct or serious breach of duty of sufficient gravity to justify the 
removal of that judge or those judges from office under article 46.55  
 
Dengan tegas menggariskan untuk membuka PK sebagai upaya 
hukum terhadap suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Hakim. Tetapi 
harus didukung dengan ;  
a) bukti baru telah ada (new evidence has been discovered); (i) 
tidak tersedia saat sidang (not available at the time of trial), dan 
tidak tersedia seluruhnya (such unavailability was not wholly) 
atau sebagian (partially attributable); 
b) baru menemukan bukti yang menentukan (discovered that 
decisive evidence) keyakinan dalam pengadilan itu mungkin 
palsu, palsu atau dipalsukan (the conviction depends, was false, 
forged or falsified); dan 
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 Lilik Mulyadi, Op.cit., hlm.136 
55 Article 84 of The Rome Statute of International Criminal Court (17 july 1998) diakses dari 
www.icc-cpi.int/nr/.../rome_statute_english.pdf pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 11:52 WITA 
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c) tindakan pelanggaran atau pelanggaran serius terhadap tugas 
sebagai Hakim cukup untuk membenarkan penghapusan 
keputusan Hakim (an act of serious misconduct or serious 
breach of duty of sufficient gravity to justify the removal of that 
judge). 
Menurut Osman Simanjuntak, PK dikategorikan sebagai upaya 
hukum luar biasa karena keistimewaannya, yaitu ; sarana yang 
dipergunakan untuk membuka kembali (mengungkit) suatu putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlunya 
diperhatikan kalau dalam putusan itu jelas terlihat ada ketidak-adilan. 
Bagaimana jika ada novum setelah keputusan dibacakan? Atau Hakim 
melakukan kesalahan/kekeliruan? Atau ada putusan diantara peradilan 
yang kontradiktif.56 
Jika membicarakan tentang maksud dan tujuan pemberlakuan PK 
maka hakikatnya bisa dikaitkan pada filosofi peradilan, ialah memberi nilai 
yang adil. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai di kalangan 
masyarakat (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1978:19). Dan 
keadilan adalah hak semua orang dan tidak dikecualikan dari hal-hal 
apapun sebagai bagian dari hak dasar yang tidak boleh diganggu. 57 
Menggapai suatu keadilan lewat panggung peradilan kiranya perlu dibuka 
untuk dapat mengoreksi terhadap segala kemungkinan perbuatan atau 
kinerja (performance) yang kurang baik. Menegakkan 10 nilai pengadilan 
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 Osman Simanjuntak, 1995, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Grasindo, Jakarta, hlm.179-
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57 Parman Soeparman, Op.cit., hlm.15 
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yang ideal diantaranya : persamaan di depan hukum (equality before the 
law), keadilan, imparsial (tidak memihak), membuat keputusan yang 
independen (tanpa campur tangan pihak luar), kompetensi, integritas, 
terbuka, mudah diakses, tepat waktu, dan memiliki kepastian. Kemuanya 
diperlukan adanya kehendak yang baik (good will). 
 
3. Syarat mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP 
Pada pembahasan sebelumnya mengenai PK sebagai suatu upaya 
hukum, syarat mengajukan PK sudah dijelaskan. Tetapi, syarat PK 
tersebut dari ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Pidana Internasional. 
Sedangkan syarat mengajukan PK di Indonesia tertuang dalam KUHAP 
Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) dan 268 ayat (3) sebagai syarat formil dan  
263 ayat (2) sebagai syarat materiil58. 
Terdapat tiga syarat formil dalam Pasal 263 ayat (1) secara 
terbatas (limitatif), tidak terpisah (kumulatif) dan sangat tegas untuk 
mengajukan permintaan upaya hukum PK berdasarkan KUHAP, yaitu :  
1) permintaan PK hanya terhadap putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 
2) hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan 
upaya hukum PK; dan 
3) boleh ajukan PK hanya terhadap putusan yang memuat 
pemidanaan, artinya bukan putusan bebas (vrijspraak) atau 
                                                             




lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle 
rechtsvervolging). 
Rumusan norma yang demikian bersifat tertutup, tidak boleh 
ditambah oleh Hakim melalui penafsiran meskipun dengan alasan mencari 
untuk menemukan hukum 59 . Menggali untuk menemukan hukum juga 
tidak sama artinya dengan menciptakan atau membuat hukum (baru), 
seperti yang dipraktekkan Mahkamah Agung dengan menambah norma 
baru ke dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP karena menafsirkan terhadap 
kata-kata yang sudah jelas sekali, sama artinya dengan penghancuran 
(interpretation est perversio).60 
Menurut O.C. Kaligis Ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut sangat 
jelas dan tegas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi, sesuai dengan 
adagium interpretation cessat in claris. Jika teks/kata-kata atau redaksi 
dalam  Undang-Undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan 
untuk ditafsirkan.61 Bahwa PK semata-mata ditujukan bagi kepentingan 
terpidana dan ahli warisnya. Ini pula yang menjadi jiwa terbentuknya 
Lembaga PK. 62  Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (1) KUHAP 
menjelaskan bahwa “permintaan PK diajukan kepada Panitera Pengadilan 
yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama dengan menyebut 
secara jelas alasannya”. Kemudian dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP 
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menjelaskan bahwa permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat 
dilakukan satu kali saja. 
 Mengenai syarat materiil pengajuan PK tercakup dalam Pasal 263 
ayat (2) KUHAP, dimana Permintaan PK dilakukan atas dasar :  
a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan 
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 
sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan  penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap 
perkara itu diterapkan  ketentuan pidana yang lebih ringan;  
b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa 
suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai 
dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan 
c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
Syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP lebih 
tepat disebut sebagai syarat-syarat pilihan (alternatif) agar permintaan PK 
dapat diterima dan dibenarkan oleh MA, yaitu (a) adanya keadaan baru 
(novum), (b) ada beberapa putusan yang saling bertentangan (conflict van 
rechtspraak), dan (c) putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan 
Hakim atau kekeliruan nyata. 63  Dengan tetap mengikuti ketentuan 
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sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan dalam Pasal 183 
KUHAP, yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan “Atas dasar alasan yang 
sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan 
permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang 
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu 
pemidanaan.” 
Menurut Sidabutar, ketentuan ini kurang masuk akal. Alasan bahwa 
dengan telah dibebaskan oleh putusan semula, apakah mungkin orang itu 
mengajukan PK, mengingat PK hanya boleh dimintakan oleh terpidana 
atau ahli warisnya terhadap putusan yang mempidana saja?.64. Namun 
apabila kita hendak menghormati para pembuat Undang-Undang dengan 
menganggap ketentuan Pasal 263 ayat (3), maka itu tidak lain untuk 
memperbaiki pertimbangan hukum putusan semula dan bukan untuk 
mengubah atau merevisi amar putusan bebas menjadi dipidana. 65 
Sedangkan menurut Andi Hamzah, ketentuan ini hanya berarti untuk 
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rehabilitasi nama terdakwa belaka karena delik yang dilakukan ringan dan 
telah memperbaiki diri.66 
 
4. Makna Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali 
Pasal 268 ayat (3) KUHAP membenarkan atau memperkenankan 
permintaan PK atas suatu perkara pidana “hanya satu kali”. Prinsip ini 
berlaku juga terhadap permintaan kasasi maupun dalam permintaan 
kasasi demi kepentingan hukum tetapi tidak begitu menyentuh rasa 
keadilan dalam upaya PK, asas ini kurang menyentuh rasa keadilan.67 
Pengaturan PK hanya satu kali adalah rumusan hukum yang lebih 
menekankan kepada asas kepastian hukum karena perkara yang 
bersangkutan telah di uji oleh hakim melalui pemeriksaan di PN hingga 
kasasi di MA. Rangkaian tahapan pengujian materi dapat menjadi alasan 
hukum bahwa putusan MA dalam PK memiliki kebenaran yang sangat 
menyakinkan atau tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Tetapi jika 
menghadapi situasi keadilan hukum belum tercapai maka upaya hukum 
berupa PK sebagai upaya yang luar biasa lebih dari satu kali dengan 
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Rahardi Ramelan mengatakan PK itu sebaiknya dibatasi hanya dua 
kali dan waktu permohonannya cukup satu tahun. 69 Sedangkan Yahya 
Harahap, menjelaskan bahwa PK untuk kedua kalinya “tidak dibenarkan 
atas alasan yang sama” dengan permintaan PK yang pertama. 70 Jadi, 
Yahya Harahap menyetujui PK dua kali dengan alasan yang tidak sama 
dengan pengajuan PK sebelumnya.  
Lain halnya dengan Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa PK 
hanya bisa satu kali, karena mekanisme PK itu kan meniru dari Belanda. 
Kalau disana setelah diputuskan PK oleh Mahkamah Agung, maka harus 
diakukan persidangan ulang (retrial). Semua saksi dihadirkan dan bukti 
diperlihatkan kembali. Kalau masih tidak puas bisa dilanjutkan sampai 
kasasi, tapi hanya sekali.71 Masih banyak lagi pendapat para akademisi 
maupun praktisi hukum, namun hanya pendapat ini yang dapat penulis 
cantumkan. Selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut pada Bab IV 
dan Bab V. 
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E. Tinjauan Terhadap Putusan dalam Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi  
1. Jenis-jenis Putusan Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
 a) Putusan Akhir 
 Putusan Akhir yaitu satu sikap atau pernyataan pendapat yang 
benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut.72 Ada tiga jenis putusan 
akhir atau amar putusan di dalam Pasal 56, yaitu : i) Menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena 
permohonan tidak memenuhi syarat, dalam artian permohonannya 
melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum; ii) Menyatakan 
permohonan dikabulkan karena permohonan beralasan, dalam artian 
pembentukan Undang-Undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD 
NRI 1945 dan karena itu, MK menyatakan dengan tegas materi muatan 
ayat, Pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan ; 
dan iii) Menyatakan permohonan ditolak (Ontzigd) karena permohonannya 
tidak beralasan, dalam artian Undang-Undang yang dimaksud tidak 
bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan 
maupun materinya sebagian atau keseluruhan. 
 b) Putusan Sela / Provisi 
 Putusan ini diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa 
Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, yaitu : Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan 
                                                             
72 Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi 2, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm.202 
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penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk 
menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 
dipersengkatakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.73 Putusan 
Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir 
berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan 
dipertimbangkan dalam putusan akhir. Dengan kata lain, putusan sela 
ialah putusan yang belum mengakhiri sengketa karena merujuk pada 
tindakan sementara (provisionel handeling.) Putusan sela juga biasa 
disebut sebagai ketetapan (beschikking), yang digunakan untuk 
menyelesaian sengketa yang menyangkut dicabutnya permohonan atau 
setelah dipanggil pemohon tidak hadir sehingga permohonan dinyatakan 
gugur. ada juga putusan persiapan (praeparatoir), yang digunakan untuk 
pengabungan dua atau lebih perkara permohonan seperti dalam 
permohonan pengujian satu Undang-Undang yang sama.74 
c) Putusan Dissenting Opinion dan/atau Concurring Opinion 
 Disenting Opinion adalah pendapat Hakim yang memiliki 
perbedaan pertimbangan dan amar putusan dengan pendapat mayoritas 
Hakim. Sedangkan Concurring Opinion adalah pendapat Hakim yang 
perbedaannya berkaitan dengan alasan (argumentasi) yang mendasari 
suatu putusan tetapi menyetujui amar putusan.75 Pendapat berbeda atau 
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 Maruarar Siahaan, Op.cit., hlm.202 




alasan berbeda dari anggota Majelis Hakim kemudian harus dimuat dalam 
putusan MK yang dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada 
hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak berdasarkan 
pendapat atau alasan-alasan obyektif.76 
d) Putusan Bersyarat (Conditionally Constitutional) 
 Gagasan ini muncul saat permohonan pengujian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana ada 
pemberlakuan oleh MK mengenai Undang-Undang dan penerapan 
Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Bila Undang-
Undang sudah sesuai dengan Konstitusi dan penerapannya yang 
bertentangan dengan konstitusi, maka berlakulah gagasan ini. Menurut 
Harjono, conditionally constitusional dapat dipakai untuk 2 (dua) tujuan 
yaitu ; pertama, untuk mempersoalkan konstitusionalitas sebuah Pasal; 
dan kedua, untuk mengajukan gugatan ke peradilan biasa oleh mereka 
yang dirugikan oleh peraturaan-peraturan ditafsirkan secara berbeda.77 
 
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
 MK sebagai negative legislator memiliki berbagai macam jenis 
putusan yang masing-masing memiliki akibat hukum sebagai berikut :  
a) Final and Binding, berarti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya 
hukum yang dapat di tempuh serta memiliki kekuatan hukum mengikat. 
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 Bambang Sutiyoso, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm.121 
77 Munafrizal Manan, Op.cit., hlm.63-64 
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Walaupun memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan 
hukum mengikat, pada dasarnya putusan MK lebih menekankan 
kepentingan (self respect) bagi pihak berperkara maupun pihak yang 
terikat oleh Undang-Undang tanpa terkecuali (Erge Omnes ; putusan 
mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia) tanpa adanya upaya 
pemaksaan (dwang middelen);78  
b) Prospektif / non-retroaktif, berarti Undang-Undang yang di uji tetap 
berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang 
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945; 
c) Condemnatoir, berarti sebuah penghukuman terhadap tergugat atau 
termohon untuk melakukan satu prestasi (tot het verrichten van een 
prestatie). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 63 bahwa “….memerintahkan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu….”79 
d) Constitutief, berarti putusan melahirkan akibat dimana meniadakan satu 
keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. 
Seperti yang terjadi pada sengketa pemilu yang menyatakan perhitungan 
KPU salah (meniadakan) dan menetapkan perhitungan suara harus di 
ulang (menciptakan). 
e) Pembatalan suatu Undang-Undang, berarti Undang-Undang yang 
berlaku adalah Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku sebelumnya. 
Oleh Karena akibat ini, lahirlah Temporary Constitusional yang berarti 
pembuat Undang-Undang harus memperbaiki ketentuan yang 
                                                             
78 Bambang Sutiyoso, Op.cit.., hlm.162  
79 Maruarar Siahaan, Op.cit., hlm.205 
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hal ini sesuai 
dengan putusan MK No.34/PUU-XI/2013.  
 
3. Pembuktian dan Alat Bukti 
 a) Pembuktian Hukum 
Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan hal penting yang 
menentukan keberhasilan pihak-pihak yang berperkara karena 
pembuktian dijadikan sebagai landasan bagi Hakim dalam memutus suatu 
perkara. Oleh karena itu, tujuan dari pembuktian adalah untuk 
memperoleh putusan Hakim yang didasarkan atas pembuktian pihak-
pihak yang berperkara dengan menetapkan hubungannya dengan pihak 
yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, adalah mencari atau 
menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan 
Hakim yang mempunyai akibat hukum.80 
Pembuktian dalam Hukum Acara MK terdapat pada 5 (lima) 
kewenangan MK yang disebut dalam Pasal 24C UUD 1945 maupun Pasal 
10 Undang-Undang MK, yaitu : a) Pembentukan Undang-Undang tidak 
memenuhi formalitas yang diharuskan oleh UUD 1945, baik dilihat dari 
kewenangan lembaga maupun segala prosedur pembentukannya; b) 
Materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang 
bertentangan dengan UUD 1945; c) Kewenangan lembaga negara yang 
diberikan UUD 1945, baik sebagian atau seluruhnya tumpang tindih atau 
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diambil alih oleh lembaga negara lain atau ditiadakan oleh lembaga 
negara lain secara bertentangan dengan UUD 1945; d) Partai politik 
tertentu melakukan atau mengubah ideologi, asas, tujuan, program, dan 
kegiatan bertentangan dengan UUD 1945; e) Hasil perhitungan suara 
dalam pemilu yang dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi 
terpilihnya seorang anggota dewan; dan f) Presiden/wakilnya telah 
melakukan pelanggaran hukum, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
presiden/wakil presiden.81  
Selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut yang merupakan 
substansi pembuktian dalam hukum acara MK, isi permohonan para 
pencari keadilan (justiciabellen) terlebih dahulu harus membuktikan legal 
standing atau kedudukan hukum yang dimiliki pemohon apakah sebagai 
a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur UUD; c) 
badan hukum privat atau publik; atau d) lembaga negara, yang hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Kemudian uraikan 
peristiwa, fakta dan/atau keadaan secara bersamaan tetapi tidak perlu 
menguraikan sesuatu yang telah diketahui secara umum (notoire fiet) 
maupun yang dipandang sebagai hal yang tidak diperselisihkan. 82 
Menguraikan peristiwa, fakta dan/atau keadaan merupakan beban dari 
pihak yang merasa atau mengalami kerugian. 
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b) Alat-alat Bukti Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
 Pada Pasal 36 Undang-Undang MK menguraikan alat bukti yang 
digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya adala sebagai berikut : 
i) Surat atau Tulisan; ii) Keterangan Saksi; iii) Keterangan Ahli; iv) 
Keterangan Para Pihak; v) Petunjuk; dan vi) Alat bukti berupa informasi 
yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 
dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.83  
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memberi 
Putusan 
Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum yang menggunakan 
pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan perlu 
menyoroti ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan 
atau alasan hukum yang dikemukakan oleh Hakim untuk sampai pada 
putusanny.84 Alasan pertama adalah didasarkan atas sekurang-kurangnya 
2 (dua) alat bukti sebagai dasar pengambilan putusan. Setelah 2 (dua) 
alat bukti terpenuhi Hakim sudah memiliki pertimbangan atau alasan untuk 
memberi putusan.  
Alasan kedua adalah penguraian apakah Mahkamah berwenang 
untuk mengadili permohonan pemohon, apakah pemohon memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, 
apakah permohonan pemohon beralasan berdasarkan hukum. Setelah 
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menguraikan hal-hal tersebut, Hakim MK harus mendengarkan 
keterangan saksi dan/atau keterangan ahli (bila ada) serta memperhatikan 
alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan. Setelah menimbang hal-hal 
yang ada dalam persidangan, tugas utama Hakim adalah 
menghubungkan aturan abstrak dalam Undang-Undang maupun sumber 
hukum seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin dengan fakta 
konkret dari perkara yang diperiksanya.85 
Merujuk kepada Putusan MK sejak putusan No.006/PUU-III/2005, 
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan No.11/PUU-V/2007, tanggal 20 
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, 
yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang; 3. kerugian konstitusional bersifat spesifik; 4. Kerugian timbul 
akibat berlakunya Undang-Undang atau Pasal atau Ayat dalam Pasal; 5. 
Kerugian tidak akan terjadi lagi bila permohonan dikabulkan.86 
Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat sesuai asas living law. Ketua MA dalam intruksinya No. 
KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 bahwa para hakim dalam 
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memantapkan profesionalisme guna mewujudkan peradilan yang 
berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel 
berisikan integritas (ethos), pertimbangan yuridis yang utama (pathos), 
berintikan rasa keadilan dan kebenaran (filosofis), sesuai dengan tata nilai 
budaya yang berlaku pada masyarakat (sosiologis) dan dapat diterima 
akal sehat (logos) demi terciptanya kemandirian para penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, keadilan yang ingin dicapai, 
diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 
keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice) keadilan 
moral (moral justice) dan keadilan maasyarakat (social justice).87 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung atau Tingkatan dibawahnya. Penulis memilih lokasi penelitian 
dengan pertimbangan bahwa di lokasi penelitian tersedia data yang 
dibutuhkan penulis untuk diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran 
secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
 
B. Sumber Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili 
beberapa sumber dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 
berkompeten pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
atau tingkatan dibawahnya. 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-
buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan 






C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam mengumpulkan bahan analisis, maka yang dilakukan adalah 
meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atau tingkatan dibawahnya 
serta melakukan perbandingan antara hasil wawancara, data dari pihak 
yang terkait dengan landasan teoritis dari data sekunder. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Dalam mengumpulkan data dilapangan, dilakukan dengan metode 
wawancara sebagai teknik pengumpulan yang bersifat primer dan ada 
relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan 
pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi melalui wawancara 
langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan 
secara terpisah dengan mendatangi para responden. 
 
D. Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang diperoleh dan hasil penelitian 
menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu merupakan tata cara 
penelitian yang menghasilkan data yang koheren. Selanjutnya disajikan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
mengambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan 






A. Makna yang terkandung di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-
Undang No.8 Tahun 1981 sebelum adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 
1. Kenapa ada PK ? 
Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa 
(extraordinary remedy) yang diajukan terhadap putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau 
kekhilafan Hakim dalam mempidana terdakwa, adanya putusan yang 
saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum). Dalam kasus 
Sengkon dan Karta pada tahun 1977 inilah yang membuat negara telah 
salah mempidana (miscarriage of justice) atau salah menerapkan hukum 
kepada penduduk yang tidak berdosa dan menyebabkan terjadi proses 
peradilan sesat (rechterlijke dwaling) sehingga atas kesalahan tersebut 
maka negara mengadakan lembaga PK dengan tujuannya untuk 
memperbaiki putusan pemidanaan yang salah. 
Tumpuan PK adalah demi keadilan dan pengembalian hak-hak 
terpidana yang telah dilanggar oleh negara. Hal-hal tersebut juga termuat 
dalam pertimbangan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 tentang PK yang 
dipertegas oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara 
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karena mendesak dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan 
negara dalam kasus Sengkon dan Karta. 
Kasus sengkon dan karta pula menjiwai lembaga PK dalam Bab 
XVIII Pasl 263 s.d 269 KUHAP. Sebagaimana tampak dalam pendapat 
umum fraksi-fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP. Selain 
menjadi alasan utama dalam memasukkan PK dalam KUHAP, juga 
menjadi penyebab tidak ada perdebatan panjang diparlemen mengenai 
norma-norma mengenai PK. Menurut Harjono88, fokus PK adalah mencari 
kebenaran yang sesungguhnya terhadap terpidana yang telah dinyatakan 
bersalah sebelumnya atau kebenaran materiil. Sedangkan Suhardjono89 
mengatakan bahwa PK adalah upaya hukum dalam acara pidana dengan 
tujuan mencari kebenaran materiil, dimana hakim sebelum mengambil 
keputusan harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang 
sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan. 
 
2. Kenapa harus terpidana atau ahli waris yang mengajukan PK? 
 Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara 
tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum. Menurut Zainuddin90, 
sesuai ketentuan PK, maka hanya terpidana saja yang berhak 
mengajukan PK, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri 
tetapi demi hukum mewakili terpidana. Harjono melihat bahwa PK hanya 
terpidana karena terpidanalah yang dinyatakan bersalah sehingga apakah 
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 Harjono, Wawancara, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Juni 2014. 
89 Suhardjono, Wawancara, Pengadilan Tinggi, Makassar, 14 Juli 2014. 
90 Zainuddin, Wawancara, Mahkamah Agung, Jakarta, 18 Juni 2014. 
48 
 
benar kesalahan terpidana atas pidana yang dijatuhkan dan ahli waris 
sebagai pihak yang juga dirugikan, dimana demi memperbaiki nama baik 
sehingga ahli waris mendapat kesempatan PK. Menurut Samsan 
Nganro91, ketentuan Pasal 263 ayat (1) mengandung pengertian bahwa 
upaya PK itu sesungguhnya merupakan milik terpidana dan ahli warisnya 
untuk membuktikan dirinnya bahwa ia tidak pantas untuk dihukum. Bahwa 
“due process of law” berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara 
bukan untuk memperluas kekuasaan negara. 
 
3. Kenapa JPU diperbolehkan? 
 Awal dari diperbolehkannya JPU mengajukan PK terejahwantakan 
dalam Kasus Muchtar Pakpahan dengan putusan MA No.55 PK/Pid/1996, 
dimana JPU ditetapkan sebagai pihak yang berkepentingan. Beberapa 
perundang-undangan yang menjadi pertimbangan hukum hakim, antara 
lain:  
(1) bahwa hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan 
hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi pada 
Pasal 244 KUHAP yang oleh Hakim ditafsirkan yaitu putusan bebas 
murni tidak dapat dimintakan kasasi dan bebas tidak murni dapat 
dimintakan kasasi. Yang mana penafsiran tersebut lama kelamaan 
menjadi Yurisprudensi tetap;  
(2) Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan frasa 
“dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan 
pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan” diartikan bahwa 
dalam perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan dan 
JPU sebagai perwakilan kepentingan umum/negara;  
                                                             
91 Samsan Nganro , Wawancara, Mahkamah Agung, Jakarta, 20 Mei 2014. 
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(3) Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikatakan tidak dengan tegas 
menentukan atau tidak diatur bahwa dengan kata lain tidak ada 
larangan JPU untuk mengajukan permohonan PK;  
(4) Pasal 263 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa JPU adalah pihak 
paling berkepentingan atas frasa “permintaan PK apabila dalam 
putusan dimana yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti 
oleh pemidanaan” agar putusan tersebut dapat dirubah sehingga 
putusan diikuti dengan pemidanaan dengan atas diri terpidana. 
 
Kemudian MA menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan 
landasan-landasan hukum yang dipertimbangkan diatas, dan berdasarkan 
asas legalitas dan dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara 
hak asasi termohon PK sebagai perseorangan atau golongan tertentu 
sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas 
termasuk kepentingan “Pembangunan negara kesatuan RI” sebagai 
kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang 
dalam perkara ini diwakili oleh JPU sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisah dari Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI. 
MA dalam tingkat PK selaku Badan Peradilan Tertinggi yang 
mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan 
Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan 
adil, lagi pula ada tidaknya diajukan permintaan PK dalam perkara ini 
masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, 
maka MA melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum 
secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak 
atau wewenang JPU tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan 
PK dari pemohon PK JPU secara formal dapat diterima. Sehingga dapat 
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diperiksa apakah pihak yang mohon PK dapat membuktikan apakah 
putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil. 
 Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya menjadi 
alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam menerima permohonan PK 
oleh JPU seperti putusan No.3 PK/Pid/2001 (perkara Ram Gulumal, 
Gandhi Memorial School), putusan No.15 PK/Pid/2006 (perkara 
Soetiyawati, Pengrusakan Barang), putusan No.109 PK/Pid/2007 (perkara 
Pollycarpus, Turut Melakukan Pembunuhan Berencana & Pemalsuan 
Surat), putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 (perkara Joko S. Tjandra, 
Korupsi). Akan tetapi dalam putusan No.57 PK/Pid/2009 (perkara 
Roedyanto, Penipuan), MA memutuskan bahwa permohonan PK oleh JPU 
tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa JPU tidak dapat 
menunjukkan adanya kepentingan umum atau kepentingan negara yang 
harus dilindungi.  
Demikian pula pada putusan No.84 PK/Pid/2006 (perkara Mulyar 
bin Samsi, Pengangkutan Hasil Hutan) dengan pertimbangan bahwa  
Pasal 263 ayat (1) telah mengatur secara tegas dan limitatif yang dapat 
mengajukan permohonan PK adalah Terpidana atau ahli warisnya, dan 
bahwa “due process of law” berfungsi sebagai pembatas negara dalam 
bertindak kepada warganya dan bersifat normatif sehingga tidak dapat 
ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi karena akan melanggar keadilan 
dan kepastian hukum. Menurut Padma D. Liman92, prinsip Pasal 263 ayat 
                                                             
92 Padma D.Liman, Wawancara, Pengadilan Tinggi, Makassar, 15 Juli 2014. 
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(1) KUHAP tidak tegas dalam melarang atau memperbolehkan JPU 
sehingga wajar jika Hakim menafsirkan bahwa JPU dianggap sebagai 
pemohon apalagi asas keseimbangan yang dijadikan tolak ukur. 
Menurut Samsan Nganro, Dasar hukum JPU untuk mengajukan PK 
tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang atau KUHAP. 
Pendapat lain dari Suhardjono bahwa PK oleh JPU dari sisi kepastian 
hukum tidak boleh tetapi dari sisi keadilan dan/atau kemanfaatan bisa saja 
tetapi dengan pendirian penafsiran yang cermat oleh hakim. Menurut 
prinsip Imran Arief93, JPU tidak boleh mengajukan PK karena bukan JPU 
yang terkena musibah atau terzalimi kecuali ada kepentingan negara 
berupa kerugian negara. Sedangkan Surya Jaya 94  mengatakan bahwa 
pengaturan PK harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 
KUHAP sebagai dasar peradilan, dan Pasal 182 (1) huruf b sebagai hak 
terdakwa atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir. 
 
4. Apa penafsiran MA terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP ? 
 Penafsiran MA terhadap Pasal 268 ayat (3) kemudian lahir akibat 
dari Hakim MA yang salah dalam menerapkan hukum. Hal ini terdapat 
pada putusan No.133 PK/Pid/2011 tanggal 2 oktober 2013 yang kemudian 
melahirkan 3 (tiga) kaidah hukum,95 antara lain: 
                                                             
93
 Imran Arief, Wawancara, Pengadilan Tinggi, Makassar, 16 Juli 2014. 
94 Surya Jaya, Wawancara, Mahkamah Agung, Jakarta, 19 Mei 2014. 
95 Mahkamah Agung, Landmark Decision, 19 Mei 2014. 
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1) PK hanya dapat dilakukan satu kali‟ dapat diartikan masing-
masing Pemohon PK yaitu terpidana atau ahli warisnya atau JPU 
dapat mengajukan PK satu kali; 
2) Permohonan PK saai ini dapat diterima atas alasan terjadi 
kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam putusan Majelis Hakim PK 
sebelumnyya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan 
Judex Juris/Juris Facti sebelumnya sesuai Pasal 266 ayat (3) 
KUHAP; 
3) Alasan lainnya dari Pemohon PK berupa novum tidak dapat 
dibenarkan karena bukan berupa barang bukti yang 
menentukan. 
Pada point 1), MA telah memberi sebuah kesempatan kepada 
masing-masing pihak untuk mengajukan permohonan PK. Pasal 268 ayat 
(3) KUHAP; 
“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat 
dilakukan satu kali saja.” 
Kemudian MA melakukan penafsiran terhadap Pasal tersebut yang 
mengakomodir masing-masing pihak dalam mengajukan permohonan PK. 
Sehingga, wajar saja jika ada penafsiran lain yang mengatakan PK diatas 
PK atau PK dua kali atau PK tiga kali hingga PK berkali-kali.  
Menurut Samsan Nganro, Undang-Undang yang dibuat secara 
politis juga memiliki daya laku tertentu yang dapat berakhir karena tidak 
memiliki korelasi dengan nilai-nial dimasyarakat. Sehingga wajar saja jika 
seorang hakim melakukan penafsiran agar dapat mengakhiri pertentangan 
pemikiran hukum. Menurut Surya Jaya, hakim dalam menafsirkan undang-
undang sudah seharusnya memperhatikan prinsip interpretation cessat in 




B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 telah sejalan 
dengan Kaidah Hukum, Prinsip Hukum, dan Doktrin Ilmu Hukum 
1. Kaidah Hukum 
Pasal 268 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 atau KUHAP yang 
menjelaskan bahwa “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat 
dilakukan satu kali saja” sebagai kaidah materiil dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945. Dalam permohonan oleh pemohon ada beberapa 
Pasal pada UUD 1945 yang dianggap bertentangan atau dengan kata lain 
tidak sejalan, yaitu : 
 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ;  
“Negara Indonesia adalah negara hukum” 
 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ;  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
hasil pemilihan umum.” 
 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 ; 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia.” 
 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ;  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.” 
Point penting dari permohonan ada pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 
dengan frasa “…Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu 
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pengetahuan dan teknologi...” dan pada Pasal 28D ayat (1) dengan frasa 
“Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil…”. 
 Keterkaitan frasa pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dengan PK 
dalam perkara pidana ada pada keadaan baru (novum) yang termuat 
pada Pasal 263 ayat (2) huruf a, yaitu ;  
“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, 
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum 
tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan 
pidana yang lebih ringan.”  
Keterkaitan antara frasa tersebut ada pada hak asasi setiap orang untuk 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap 
keadaan baru (novum) yang dapat ditemukan saat setelah adanya 
putusan akhir. Begitu pula setelah adanya putusan, ada kemungkinan 
novum dapat muncul dalam jangka waktu yang tidak lama maupun dalam 
jangka waktu yang cukup atau sangat lama. Hal tersebut dimungkinkan 
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Sedangkan keterkaitan frasa pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
dengan PK dalam perkara pidana ada pada kepastian hukum yang adil 
dengan pembatasan PK dalam perkara pidana yang hanya satu kali. 
Padahal upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) bertujuan untuk 
menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Selain itu, dibukanya 
kerang bahwa JPU dapat mengajukan permintaan PK maka bagi penulis 
sudah sepantasnya jika MK menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 
55 
 
KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
kecuali dengan alasan ditemukannya novum. 
 Selanjutnya, apakah pertimbangan hukum hakim MK dalam 
memutus perkara No.34/PUU-XI/2013 yang telah sejalan dengan kaidah 
hukum? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba 
memaparkan alasan Mahkamah Konstitusi, yaitu : 
1) prinsip negara hukum yang diadopsi dalam UUD 1945 adalah 
setiap prang memiliki Hak Asasi, yang dalam pre-ambule untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan 
kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. 
Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap 
HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] kemudian melahirkan 
prinsip bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai 
pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak 
terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip 
dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan 
orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada 
seseorang yang tidak bersalah”. ketika pengadilan menjatuhkan 
putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu 
dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta 
hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak 
demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan 
pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara 
melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 
24 ayat (1) UUD 1945]; 
2) Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai 
prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan 
HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana 
merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM 
sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian 
sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu 
due process of law; 
3) Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga 
merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam 
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proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah 
mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang 
acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang 
fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi 
setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena 
itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang 
dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat 
memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara 
umum terkait dengan keadilan; 
4) Berdasarkan tiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, 
terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua 
alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana 
yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa 
keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses 
peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 
263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait 
dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM 
bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena 
kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan kapan saja, 
tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah 
manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna 
keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang 
terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru 
menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. (5) 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan ; 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud sematamata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” 
Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J 
ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi 
pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara 
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pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar 
yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, 
pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula 
dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
masyarakat yang demokratis.96 
 Menurut Suhardjono, MK dalam memutus pengujian antara Pasal 
268 ayat (3) KUHAP dengan UUD sudahlah tepat karena memungkinkan 
terhadap kedua frasa dalam Pasal 28C ayat (1) UUD dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD. Harjono mengatakan bahwa MK dalam memutus perkara selain 
memperhatikan UUD 1945 juga memperhatikan nilai-nilai yang 
berkembang pada masyarakat. 
 
2. Prinsip Hukum 
a. PK antara keadilan, kemanfatan dan kepastian 
Jika berbicara mengenai PK, 2 point yang sangat fundamental 
adanya, yaitu Hak Asasi Manusia dan Keadilan. Hal tersebut telah sesuai 
dengan pertimbangan hakim dalam putusan MK tetapi keadilan tidak 
boleh berdiri sendiri tanpa kepastian hukum yang menjadi perdebatan 
akademis maupun praktisi. Menurut Suhardjono, PK adalah upaya hukum 
mencari kebenaran materiil dari serangkaian upaya sebelumnya yang 
                                                             
96 Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 
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kesemuanya bergantung pembuktian kedua belah pihak dan sifatnya 
relatif sehingga dalam PK haruslah dibatasi ketentuannya karena jika tidak 
maka tidak ada kepastian dan pencari keadilan sendiri bukan 
mendapatkan keadilan malah ketidak-adilan dari pengartian berkali-kali 
atau bergantung novum. 
Guntur Hamzah 97  berpendapat bahwa keadilanlah yang harus 
diutamakan pada PK sebab hukum acara pidana adalah alat untuk 
menegakkan keadilan substansial. Mendapatkan keadilan adalah hak 
setiap warga negara tanpa terkecuali, apalagi yang sedang berjuang 
dalam mencari keadilan. Berbeda dengan Guntur Hamzah, Padma D. 
Liman mengatakan bahwa keadilan itu sangat relatif, berbeda dengan 
kepastian yang sudah jelas. Jika PK dimaknai berkali-kali atau tanpa 
batas maka pencari keadilan sendiri yang akan mendapatkan 
ketidakpastian dan ketidakadilan karena jika mereka sudah bebas, ada 
kemungkinan dalam pikirannya akan dipenjara lagi sehingga mereka 
bergulat dengan ketidakadilan (strggling against iniquity). Jadi ada baiknya 
dibatasi satu kali saja agar menciptakan kondisi hakim yang betul-betul 
memeriksa dan memperhatikan proses persidangan sebelumnya.  
Pendapat lain dikemukakan oleh Imran Arief, dimana keadilan yang 
utama karena kemungkinan adanya novum. Bicara kepastian itu ada pada 
kasasi, selama dilandasi novum maka dilakukan berulang-ulang kali 
tidaklah masalah. Harjono melihat bahwa benar hukum acara formil 
                                                             
97 Guntur Hamzah, Wawancara, Mahkamah Konstitusi, Makassar, 25 Juli 2014. 
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menekankan kepastian, tetapi PK adalah upaya hukum yang 
mempersoalkan apakah terpidana dalam membuktikan bahwa pidana 
yang diterimanya bukan sebagai tanggungjawab berupa bukti tidak mudah 
ditemukan. Sehingga dalam PK lebih menekankan pada keadilan 
terpidana.  
Kemudian Samsan Nganro menyatakan bahwa frasa putusan MK 
“tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali ada novum”. Novum itu 
adalah sesuatu yang esensial, sangat substansi. Kalimat berkali-kali 
adalah tanggapan yang kurang tepat karena paling mandek PK dilakukan 
sebanyak 3 kali saja selama berbicara novum. Menurut Surya Jaya, 
putusan MK yang final and binding menimbulkan ketidak-pastian hukum 
pada ketentuan PK sehingga diperlukan upaya MA untuk mengatasi hal 
tersebut. Menurut Zainuddin, hakim MA dapat menciptakan norma hukum 
baru bilamana ada ketidak-adilan, ketidak-manfaatan maupun ketidak-
pastian. Jika dikaitkan dengan putusan MK, apabila terdapat sebuah 
ketidak-adilan atau ketidak-pastian misalnya, walaupun keputusan MK 
bersifat final and binding maka sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno 
maka Hakim MA tidak terikat dengan putusan MK.98 
  
                                                             
98 Mahkamah Agung, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 2013, 18 Juni 2014. 
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b. PK dengan asas speedy administration of justice, asas lites finiri 
oportet, dan asas ne bis in idem? 
Berdasar kesimpulan Yusril Ihza Mahendra99 bahwa permohonan 
sekarang ini disamping menggunakan sebagian norma pasal yang sama, 
namun juga mengajukan norma pasal yang berbeda, yakni Pasal 28A dan 
Pasal 28C ayat (1) yang tidak dilakukan dalam permohonan sebelumnya, 
serta mengemukakan argumentasi konstitusional yang berbeda pula dari 
permohonan sebelumnya. Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi 
terkait pengujian Undang-Undang, maka dengan mengingat adanya 
norma konsititusi yang berbeda serta argumentasi konstitusional yang 
berbeda, maka perkara sekarang ini tidak dapat dikatakan sebagai 
bersifat ne bis in idem. Begitu pula jika objeknya perkara dalam peradilan 
pidana di MA maupun tingkatanya. Asas ne bis in idem menurut Padma D. 
Liman terkait PK lebih satu kali maka asas tersebut tidak terlanggar 
karena novum, pertentangan dan kekeliruan yang menjadi syarat yang 
berbeda dari sebelumnya. 
Menurut Zainuddin, asas lites finiri opertet jika PK lebih dari satu 
kali maka kapan berakhirnya suatu perkara menjadi tidak menentu. 
Sedangkan menurut Surya Jaya, asas lites finiri opertet telah dilewatkan 
oleh MK demi keadilan dan HAM tetapi PK menjadi lebih dari satu kali 
membuat celah yang bahaya sehingga MA harus cepat membuat aturan. 
                                                             
99 Yusril Ihza Mahendra, Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 
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Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa memang dalam Ilmu hukum 
dikenal asas “litest finiri oportet", yakni setiap perkara harus ada akhlmya. 
Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata 
karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan 
mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah 
suatu ketidak-adilan yang nyata?. 
Harjono sependapat dengan pendapat sebelumnya dengan asumsi 
bahwa keadaan baru masih terbuka untuk diemukan oleh terpidana atau 
ahli warisnya. Pengakhiran dalam asas lites finire opertet tidak bisa 
diberlakukan perlu ada batasannya karena asas ini dipertahankan demi 
kepastian hukum dalam hukum formil untuk melindungi terpidana bukan 
melindungi terpidana demi keadilannya dalam hukum materiil. Irman Putra 
Sidin100 mengatakan prinsip lites finiri oportet bahwa setiap perkara hukum 
itu harus ada akhirnya. Prinsip tersebut apabila dilekatkan pada konstitusi, 
maka itu prinsipnya fiksi hukum karena semua pengambilan keputusan, 
pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai produk kekuasaan 
lainnya, juga ada akhirnya. Namun nyatanya, semuanya dapat ditinjau 
atau dimintakan perubahannya lagi. 
Padma D.Liman mengatakan jika PK lebih dari satu kali dan 
semakin meningkat pengajuannya setiap satu atau dua bulan maka bisa 
dipastikan ada masalah pada putusan-putusan hakim sebelumnya. 
Samsan Nganro mengatakan bahwa Jaksa akan mengalami kesulitan 
                                                             
100 Irman Putrsa Sidin, Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 
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dalam melaksanakan eksekusi, yaitu eksekusi mati karena PK lebih satu 
kali akan menjadi masalah ketika hakim sebelumnya bermasalah. Imran 
Arief mengatakan perlu diadakan pelatihan bagi hakim agar terhindar dari 
kesalahan atau kekeliruan yang parah dalam memutus sehingga secara 
langsung nantinya PK tidak lebih dari satu kali walaupun tidak diatur satu 
kali. 
Kemudian PK yang jika lebih dari satu kali dengan asas speedy 
administration of justice atau dengan kata lain peradilan cepat, sederhana 
dan biaya ringan apakah PK melanggar asas tersebut? Padma D. Liman 
mengatakan asas tersebut hanya berlaku pada tingkat pertama karena 
mana mungkin bisa cepat jika sudah banding, kasasi apalagi PK. 
Suhardjono mengatakan bahwa asas tersebut tidak juga dilanggar jika PK 
lebih dari satu kali karena kan itu merupakan keinginan dua belah pihak 
dalam membuktikan salah tidaknya perbuatan terdakwa atau terpidana. 
Harjono mengatakan bahwa asas tersebut jika diberlakukan dengan ketat 
maka peradilan akan terbebas dari korupsi sehingga PK yang ditakutkan 
akan menunpuk perkara maupun menghambat eksekuti tidak akan terjadi. 
 
3. Doktrin Ilmu Hukum 
Menurut Yusril Ihza Mahendra, permohonan PK oleh pemohon 
khusus untuk perkara pidana saja. Oleh karena itu, jika seandainya 
permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah, maka bolehnya PK 
dimohonkan lebih dari satu kali, hanya berlaku untuk perkara pidana saja, 
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tidak untuk jenis-jenis perkara yang lain. Selain itu, norma hukum  materiil 
yang semata-mata memberi kepastian hukum itu haruslah disejalankan 
secara linear dengan hukum materiil yang mengandung sifat keadilan. 
Menurut Irman Putra Sidin, ketika dalam proses pidana, putusan 
kasasi MA keluar, maka prinsip kepastian hukum sudah dimiliki negara. 
Vonis sudah berubah menjadi gewidsde, yaitu memiliki kekuatan hukum 
tetap oleh karenanya sudah dapat di eksekusi dan orang tersebut sudah 
sah dinyatakan bersalah dan sempurnalah prinsip presumption of 
innocence. Padma D. Liman mengatakan PK sebaiknya satu kali saja, 
Imran Arief mengatakan sesuai keputusan MK akan lebih bagus dan 
menurut Suhardjono, PK harus ditentukan oleh MA serta harus diikuti oleh 
hakim tingkatan dibawah MA. 
Harjono melihat RUU KUHAP kedepannya harus memperhatikan 
acusitoir dan requisitoir warga negara terlindung. Terkait ketentuan PK 
maka sudah seharusnya ada ketentuan yang esensial terhadap terpidana. 
Adapun terpidana yang mencari-cari celah maka disinilah peran hakim 
dalam menguraikan pembuktian. Menurut Muladi, ketentuan PK 
kedepannya harus mengatur proses pemeriksaan novum yang ditemukan 
dengan apakah ada kesalahan penerapan hukum. Menurut Guntur 
Hamzah, Putusan MK mengenai PK telah sejalan dengan pandangan 
Gustav Radbruch, dimana keadilan selalu di prioritaskan baru 




Chudry Sitompul101 mengatakan demi mencapai kebenaran materiil 
dan menegakkan keadilan didalam perkara pidana apabila novum yang 
ditemukan di kemudian hari atau setelah ada putusan PK maka hal 
tersebut patut diberikan. Romli Atsasmita 102  mengatakan bahwa 
permintaan PK bukanlah bertujuan menemukan kepastian hukum 
melainkan sarana hukum untuk memperoleh keadilan. Sidang 
pemeriksaan PK sejatinya bukan peradilan keempat tetapi upaya hukum 
luar biasa. PK bukan berbicara kewajiban, melainkan berbicara hak 
terpidana sepanjang hayat. Oleh karena itu, sudah seharusnya PK tidak 
dibatasi satu kali saja terhadap terpidana. Bagaimanapun juga, 
kebebasan terpidana jika ia dapatkan bukan hanya untuk menjaga nama 
baik tetapi memperbaiki keadaan, mengembalikan hak terpidana dan 
mencegah terulang kembali kasus-kasus peradilan sesat. 
Agung Harsoyo103 mengatakan bahwa sesuai dengan kemungkinan 
barang bukti beserta penjelasan berdasar keahlian pengetahuan, 
perkembangan teknologi maka PK yang didasari dengan adanya novum 
maka PK sebaiknya tidak dibatasi. Sedangkan Jamin Ginting 104  yang 
membagi novum menjadi empat bagian mengatakan bahwa sepanjang 
novum demi keadilan dan terbatas pada novum yang memberikan 
dampak bagi keadilan si terpidana maka sudah sepantasnya PK dapat 
diajukan lebih satu kali demi keadilan semata-mata. 
                                                             
101 Chudry Sitompul, Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 
102
 Romli Atsasmita, Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 
103 Agung Harsoyo, Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. 







Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Makna yang terkandung di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang 
No.8 Tahun 1981 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.34/PUU-XI/2013,  yaitu : 
a. Pertama, Peninjauan Kembali lahir demi menjaga Hak Asasi anusia 
dan Keadilan bagi pencari keadilan; 
b. Kedua, terpidana dan ahli warisnya menjadi pihak dalam PK karena 
terpidana yang dinyatakan bersalah dan harus membuktikan bahwa 
terpidana tidak bersalah serta ahli warisnya untuk memperbaiki 
nama baik terpidana atau keluarganya. 
c. Ketiga, adanya penafsiran Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat 
(3) KUHAP yang menegaskan bahwa JPU adalah Pemohon dalam 
permintaan pengajuan PK selain Terpidana dan Ahli waris; dan 
d. Keempat, penafsiran terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP bahwa 
masing-masing Pemohon dapat mengajukan PK satu kali. Sesuai 
dengan makna sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
maka menjadi tugas Mahkamah Agung untuk menerima maupum 
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menolak syarat materiil sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan 
syarat formil yang jika berdasar KUHAP hanya Terpidana dan Ahli 
Waris, bertambah dengan Jaksa Penuntut Umum berdasar 
Yurisprudensi. 
 
2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara pada Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 telah sejalan dengan 
Kaidah Hukum, Prinsip Hukum, dan Doktrin Ilmu Hukum, yaitu :  
a. Kaidah hukum Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 
24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD dan 
hanya sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD. 
b. pengaturan PK antara prinsip keadilan, kemanfaan dan kepastian 
serta putusan MK dengan prinsip ne bis in idem, speedy 
administration of justice dan lites finiri opertet maka; 
- pertentangan antara prinsip keadilan, dan kepastian hukum 
tentunya akan saling berbenturan jika kita membenturkannya. 
Untuk itu, kepastian hukum dan keadilan harus dijalankan secara 
beriringan.  
- PK dengan asas ne bis in idem jika objeknya putusan MK 
sebelumnya maka telah sejalan. jika objeknya putusan 
pengadilan di bawah MA juga tidak melanggar karena jika sama 
maka MA akan menolak.  
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- PK dengan asas speedy administration of justice atau peradilan 
cepat, sederhana dan biaya ringan harus diartikan secara 
sistematis, tata-bahasa dan sejarahnya maka tidak terlanggar 
tetapi tidak juga sejalan. 
- PK dengan lites finiri opertet dimana ada yang beranggapan MK 
telah melanggar karena sudut pandang kepastian dan tidak 
melanggar dengan sudut pandang keadilan. 
c. Pada doktrin ilmu hukum, putusan MK menimbulkan perdebatan 
yang menambah khazanah penulis. Bila putusan MK ditanyakan 
kepada Hakim MK dan jika melihat putusan tanpa dissenting dan 
concurring opinion maka secara tidak langsung telah sejalan. 
Tetapi jika putusan MK ditanyakan kepada hakim MA maka ada 
yang setuju dan tidak setuju. Begitupula dengan beberapa 
akademisi maupun praktisi hukum yang penulis tidak cakup pada 
skripsi ini maka ada yang setuju dan tidak setuju. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang Penulis kemukakan tersebut, maka 
Penulis memberikan saran, yaitu : 
1. Bahwa ketentuan yang akan datang, yang mengatur tentang PK 
sudah seharusnya lebih tegas dan lebih jelas dalam menetapkan 
pihak-pihak yang dapat mengajukan atau berkepentingan, syarat-
syarat dalam pengajuan, dan tata cara dalam pengajuan PK. 
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2. Bahwa untuk mengantisipasi permintaan PK, MA dapat membuat 
Surat Edaran MA (SEMA) dimana aturan yang dibuat mengikat 
internal MA atau Peraturan MA (PERMA) dimana aturan yang 
dibuat mengikat pihak yang berperkara. Tetapi pemberlakuannya 
hanya sementara hingga adanya Peraturan Pemerintah maupun 
rancangan KUHAP telah selesai tanpa melupakan Putusan MK 
No.34/PUU-XI/2013. 
3. Bahwa dibutuhkan adanya pertemuan berupa diskusi hukum yang 
intelektual antara Hakim MA dan Hakim MK yang berkelanjutan 
guna menciptakan keselarasan lembaga kehakiman di Indonesia. 
4. Bahwa MA sebagai muara terakhir peradilan (the last corner stone) 
sesuai Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2005 tentang 
MA maka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 
peradilan dibawahnya harus memeriksa penerapan hukum dengan 
berdasar fakta-fakta persidangan agar tidak terjadi dualisme 
putusan pengadilan, lebih-lebih dalam kasus yang sama maupun 
berkaitan satu sama lain. 
5. Bahwa perlunya dituntut profesionalitas dari criminal justice system 
terutama pada penyelidik, penyidik hingga penuntut umum sebagai 
pencari fakta yang sebenar-benar karena sumber dari setiap 
perkara ada pada bukti permulaan ataupun bukti-bukti yang 
dihadapkan di muka pengadilan. Serta para hakim karena 
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